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ABSTRAK 
Nama : MIFTAHUL JANNAH 
NIM : 90100115131 
Judul : Efektivitas LPPOM MUI  dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal 
kepada Masyarakat di Kota Makassar 
 
 Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana proses 
sosialisasi LPPOM MUI dalam pertumbuhan sertifikasi halal di Kota Makassar,  
dengan sub masalahnya yaitu, 1) Bagaimana efektivitas LPPOM MUI dalam 
mensosialisasikan sertifikasi halal kepada masyarakat di Kota Makassar?, 2) 
Bagaimana hambatan dan tantangan LPPOM MUI dalam mensosialisasikan 
sertifikasi halal kepada masyarakat di Kota Makassar? 
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: fenomenologi. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala 
bidang Sosialisasi LPPOM MUI. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
 Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Efektivitas LPPOM MUI dalam 
mensosialisasikan sertifikasi halal sudah terlihat dengan beberapa program 
kegiatan sosialisasi. Dengan menjalankan program tersebut maka tujuannya untuk 
mensosialisasikan sertifikasi halal sudah sampai maka dengan demikian 
informasinya secara efektif dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha atau 
produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Program kegiatan sosialisasi 
LPPOM MUI yaitu  fasilitasi sertifikasi halal gratis, sosialisasi melalui website, 
halal food goes to school, seminar/talkshow, olimpiade halal, destinasi wisata 
halal. Adapun hambatan LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal 
yaitu minimnya dana yang ada di LPPOM MUI, finansialnya terbatas dan kerja 
sama antara lembaga atau pemerintah belum terjalin kerja sama yang baik. 
Adapun tantangan LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal adalah 
masih minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, kurangnya 
kesadaran pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dan kurangnya kesadaran 
hukum masyarakat secara umum. 
Kata Kunci: LPPOM MUI, Sertifikasi Halal, Sosialisasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Beragam produk halal yang ada di dunia perdagangan saling berebut posisi 
untuk mendapatkan kepercayaan konsumen baik itu makanan, minuman, obat-
obatan dan kosmetika. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan 
asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, 
efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk 
halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan 
menggunakan produk halal, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 
dan budaya masyarakat.1 
LPPOM MUI adalah pelopor dalam sertifikasi halal dan sistem jaminan 
halal secara internasional. LPPOM MUI hadir dengan tujuan memudahkan 
masyarakat Muslim melakukan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk yang 
di konsumsinya. Seiring dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat 
terhadap produk halal ditengah minimnya informasi tentang produk halal di 
masyarakat dan semakin besarnya minat beberapa perusahaan dalam menyediakan 
produk halal kepada masyarakat, maka LPPOM MUI semakin gencar dalam 
melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, LPPOM MUI berupaya 
 
1Syafrida, “Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan 
kepastian hukum hak-hak konsumen muslim”, Jurnal Hukum, vol. 7, no. 2. Juli (2017), h. 160. 
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untuk menyebar luaskan informasi tentang beragam produk halal melalui berbagai 
media, bazar, dan pameran.2 
Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk, dengan 
adanya sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen dalam memilih 
produk, banyak konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal karena 
diyakini bahwa sertifikat halal menjamin keamanan dan kualitas dari suatu 
produk. Hal itu di pengaruhi oleh faktor persepsi pribadi atau masyarakat dan 
peran sertifikasi halal.3 
Fakta saat ini menunjukan masih banyak masyarakat yang belum 
memahami produk yang bersertifikasi halal, khususnya masyarakat yang berada di 
Kota Makassar. Makassar merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 
lebih dari 1,6 juta jiwa. Mereka adalah mayoritas umat Islam4. Kota ini tergolong 
tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di 
dalamnya diantaranya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa,dan Tionghoa5. 
Kesadaran halal dinilai masih rendah hal ini di buktikan pertama, pengusaha tidak 
peduli. Kedua, pelanggan pun tidak begitu mementingkan ada tidaknya sertifikasi 
halal di tempat usaha kuliner yang mereka kunjungi. Ketiga, pengurusan sertifikat 
 
2Adelia Denis Biya, “Upaya LPPOM MUI terhadap sertifikasi halal untuk usaha mikro 
kecil menengah (Studi Kasus UMKM Kuliner di Kota Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 2. 
3Rosi Desi Andryani, ”Mekanisme pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk makanan 
ringan yang dimohonkan sertifikasi halal”, Skripsi (Pontianak: Fak. Hukum Universitas 
TanjungPura, 2016), h. 12.  
4Dinas Kependudukan, “Data Penduduk”, https://www.dukcapilmakassar.co.id/data-
penduduk/ (diakses pada tanggal 22 Juli 2019). 
5Wikipedia,“Kota Makassar”,https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar (diakses pada 
tanggal 26 Agustus 2019). 
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yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini terbilang mahal6. Keempat, 
kurangnya sosialisasi dan informasi telah menyebabkan kurangnya pengetahuan 
dan kesadaran pelaku usaha7. Data setiap tahun yang menunjukkan sertifikasi 
halal masih sangat minim. LPPOM MUI Sulawesi Selatan mencatat data tahun 
2017 hanya 250 usaha kuliner mulai dari rumah makan, restoran, hotel dan usaha 
kuliner lainnya di Makassar yang memiliki sertifikasi halal. Jumlah ini masih 
sedikit mengingat masih ada ribuan tempat usaha yang harus disertifikasi.8 
Dalam Islam memanfaatkan produk halal merupakan sebuah kewajiban, 
terlebih dalam urusan pangan. Mengingat pentingnya mengkonsumsi makanan 
yang halal bagi manusia, dan harapan Allah swt agar manusia selalu dalam 
kebaikan, baik terhadap kaum muslim agar tidak mengkonsumsi makanan atau 
minuman yang haram. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 172. 
                        
    
 
 
 
 
 
 
 
6Gatracom, “Setifikasi Halal”, https://www.gatra.com/detail/news/400304-PHRI-Sulsel-
Sebut-Biaya-Pengurusan-Label-Halal-Masih-Mahal (diakses pada tanggal 26 Agustus 2019). 
7Rakyatkunews,“UU JPH”, http://news.rakyatku.com/read/142029/2019/03/03/pemerintah-
dprd-di-sulsel-belum-lindungi-warga-dari-makanan-nonhalal (diakses pada tanggal 26 Agustus 
2019). 
8Celebes Online, “Sertifikasi Halal”, ttps://celebesonline.com/2017/04/13/60452/baru-250-
usaha-kuliner-yang-bersertifikasi-halal-di-makassar/ (diakses pada tanggal 29 Agustus 2019). 
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Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 
kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu 
hanya menyembah kepada-Nya.9 
 
 Pada ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah 
berarti telah beribadah kepada-Nya, demikian juga menunjukkan bahwa memakan 
makanan yang baik merupakan sebab untuk beramal shalih dan sebab diterimanya 
amal shalih tersebut. Di dalam ayat ini juga terdapat perintah bersyukur setelah 
memperoleh nikmat, karena syukur dapat menjaga nikmat yang ada dan menarik 
kembali nikmat yang hilang. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya 
hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti obat-obatan, 
kosmetika dan barang gunaan lainnya yang harus halal. 
 Selama ini sertifikasi halal MUI dipandang masih belum sepenuhnya 
efektif melindungi konsumen muslim karena menurut undang-undang yang 
berlaku sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha 
hanya bersifat sukarela. Oleh karena itu, pengawasan kehalalan terhadap suatu 
produk dirasa mengalami ketimpangan, sehingga memunculkan ketidakefektifan 
dalam penerapannya. Karena itu, keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk 
Halal yang baru disahkan pada 25 September 2014 lalu mutlak dibutuhkan 
sebagai payung hukum yang kuat dalam memberikan mandat kepada pemerintah 
untuk mengatur kehalalan produk di Indonesia.10 
 
 
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Mutiara Qolbu Salim, 
Op. cit), h. 26. 
10M. Latif Manurung, “Model komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam 
Mensosialisasikan sertifikasi  halal di Kota Medan”, Skripsi (Bogor: Fak. Dakwah dan 
Komunikasi  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), h. 16.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan rasa ketertarikan bagi 
peneliti untuk menganalisis lebih lanjut, maka dari itu peneliti bermaksud 
menuangkannya dalam judul “Efektivitas LPPOM MUI dalam 
Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 1. Fokus Penelitian  
Judul skripsi ini adalah “Efektivitas LPPOM MUI dalam 
Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar”. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI di Kota Makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini membahas tentang Efektivitas LPPOM MUI dalam 
Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar. 
Penerapan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk menyatakan halalnya sebuah 
produk  baik itu makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika, sesuai 
dengan syariat agama Islam. Peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam 
proses sosialisasi dalam peningkatan jumlah produk bersertifikat halal MUI dan 
mensukseskan sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana efektivitas LPPOM MUI dalam mensosialisasikan 
sertifikasi halal kepada masyarakat di Kota Makassar ? 
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2. Bagaimana hambatan dan tantangan LPPOM MUI dalam 
mensosialisasikan sertifikasi halal kepada masyarakat di Kota 
Makassar ? 
D. Kajian Pustaka 
 Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang 
telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan 
materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian 
sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah: 
1. Rosi Desi Andryani, Mekanisme pemeriksaan LPPOM MUI terhadap 
produk makanan ringan yang dimohonkan sertifikasi halal, 2016. Penulis 
mengatakan bahwa LPPOM MUI memiliki kendala-kendala dalam 
mekanisme pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk makanan ringan 
yang dimohonkan sertifikasi halal yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 
Faktor intern yaitu finansial terbatas dan sarana prasarana yang terbatas 
sedangkan faktor ekstern kurangnya kesadaran pelaku usaha.  
2. Nur Hidayah dan Sanawiah, Persepsi pedagang makanan tentang 
sertifikasi halal pada makanan, 2016. Jurnal ini melakukan subjek 
penelitian menganggap makanan yang halal sangatlah penting dalam 
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi sebagian subjek penelitian 
sertifikasi halal pada makanan yang dijualnya adalah hal yang penting dan 
akan memberikan manfaat yang baik bagi makanan yang dijualnya. 
Namun, bagi sebagian subjek penelitian menyatakan sertifikasi halal 
tersebut tidaklah terlalu penting. Sebab, selain sukar dalam mengurusnya, 
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bagi sebagian subjek penelitian menyatakan sertifikasi halal tersebut tidak 
akan berdampak manfaat bagi makanan yang dijualnya. 
3. M. Latif Manurung, Model komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam 
mensosialisasikan sertifikasi halal di Kota Medan, 2017. Penulis 
mengatakan bahwa sejumlah hambatan dan tantangan juga dihadapi oleh 
LPPOM MUI Kota Medan dalam mensosialisasikan sertifikasi halal 
berupa rendahnya partisipasi pelaku usaha, baik usaha pangan, obat-obatan 
dan kosmetik yang registrasi halal terhadap produknya. Di sisi lain 
kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengkonsumsi produk yang 
berlabelkan halal dari LPPOM MUI masih dalam kategori acuh tak acuh. 
Di tambah lagi belum adanya peraturan tentang kewajiban bagi produsen 
untuk melakukan pendaftaran atau registrasi halal terhadap produknya. 
4. Andys Gunawan, Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk 
makanan berlabel halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
di Kota Makassar), 2017. Penulis mengatakan bahwa bentuk perlindungan 
konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada 
beberapa produk. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan 
oleh LPPOM MUI dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme 
pelaporan implementasi. 
5. Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama dan Monita Hizma Adilla, 
Pemahaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Di Jatinangor 
terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan, 2016. Jurnal 
ini menguraikan tentang rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang 
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sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi 
sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga 
keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya. 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan pada permasalahan 
yang telah dirumuskan, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas LPPOM MUI dalam 
mensosialisasikan sertifikasi halal kepada masyarakat di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan LPPOM MUI 
dalam mensosialisasikan sertifikasi halal di Kota Makassar. 
F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. 
 1. Secara teoritis  
a. Menambah, memperluas, dan memperdalam ilmu ekonomi Islam, lebih 
spesifik mengenai sertifikasi halal. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 
pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi 
untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu Ekonomi Islam. 
2. Secara Praktis  
a. Hasil penelitian ini secara aplikatif dapat digunakan sebagai bahan rujukan 
bagi LPPOM MUI, khususnya Kota Makassar untuk memahami temuan dari 
penelitian agar dapat menjadi masukan dalam peningkatan jumlah produk 
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bersertifikasi halal dan mensukseskan sosialisasi sertifikasi halal kepada 
masyarakat.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pelaku usaha atau 
produsen untuk menumbuhkan kesadaran dan pentingnya sertifikasi halal 
sebagai jaminan kehalalalan produk pangan yang beredar dimasyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Sosialisasi 
1. Pengertian Sosialisasi 
Secara etimologi, kata sosialisasi berasal dari dua kata, yaitu: social 
(Inggris) atau sosial (Indonesia) yang berarti masyarakat. dan sasi berarti proses. 
Jadi, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses memasyarakatkan atau 
memberitahukan kepada masyarakat.11 
Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya 
memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh 
masyarakat atau pemasyarakatan.12 
Secara umum, Sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau 
transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya 
dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi 
sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi 
diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.13 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah satu konsep umum yang 
bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi 
dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana 
kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan 
 
11Sosialisasi,“Kata Sosialisasi”, http://dediwan.blogspot.com/ (diakses pada tanggal 2 
September 2019).  
12KBBI,“Arti Kata Sosialisasi”, https://kbbi.web.id/sosialisasi (diakses pada tanggal 2 
September 2019). 
13Sosialisasi,Wikipedia the Free Encylopedia.https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi 
(diakses pada tanggal 2 September 2019). 
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partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi 
selama hidup kita. 
2. Program Kegiatan Sosialisasi 
Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi 
masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal 
diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang 
pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan 
promosi halal antara lain.14 
a. INDHEX (Indonesia International Halal Expo) 
Dalam rangka edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM-
MUI menggelar event tahunan yaitu INDHEX, berupa Expo produk bersertifikat 
halal dan berbagai event yaitu Global Halal Forum, Halal Award, aneka talkshow, 
halal competition, dan Halal Community Gathering. 
b.    Olimpiade Halal 
Dalam rangka memperingati Milad LPPOM MUI yang ke-30, LPPOM 
MUI menyelenggarakan Olimpiade Halal 2019 LPPOM MUI antar SMU tingkat 
Nasional. Kegiatan ini  dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan 
gaya hidup halal “Halal is My Life” dalam kehidupan sehari-hari. Ujian 
dilaksanakan melalui program HaLO (Halal Learning Online) LPPOM MUI. 
Pada tahun 2019 ini olimpiade diikuti oleh 15.164 peserta dari seluruh provinsi di 
 
14LPPOMMUI,“SosialisasidanPromosiHalal”,http://www.halalmui.org/mui14/index.php/
main/go_to_section/53/1356/page/1 (diakses pada tanggal 2 September 2019). 
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Indonesia dan 5 Negara lain yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Saudi 
Arabia dan Mesir.15 
c.     Halal Food Goes to School 
Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai 
SMU/sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman 
yang halal. Program berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah TK sampai SMU 
sambil memperkenalkan produk halal. 
d.  Wisata Halal (Halal Tour) 
Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat 
umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan 
tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal. 
e.  Seminar/ Talkshow Halal 
LPPOM MUI bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam 
menggelar seminar/talkshow.16 
f.  Halal Competition  
Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui 
penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal.  
g.  Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis 
 LPPOM-MUI bekerja sama dengan pemerintah/Instansi terkait seperti 
Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian 
 
15http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/53/1356/page/1(diakses 
pada tanggal 2 September 2019). 
16http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/53/1356/page/1(diakses 
pada tanggal 2 September 2019). 
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KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian 
Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada 
UKM.17 
h.  Sosialisasi Halal kepada UKM/Perusahaan Besar 
 Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah/Instansi 
terkait, LPPOM-MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan Perusahaan 
Besar. 
i.  Sosialisasi Halal melalui Media dan Sosial Media 
 LPPOM-MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun 
online dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM-MUI juga melakukan sosialisasi 
halal melalui twitter @HalalIndonesia dan Facebook: Halal MUI. 
j.  Merchandise 
 LPPOM-MUI membuat aneka merchandise “Halal is My Life” sebagai 
upaya sosialisasi tagline.18 
B.  Sertifikasi Halal 
1. Pengertian Sertifikasi Halal 
Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. 
Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label 
 
17http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/53/1356/page/1(diakses 
pada tanggal 2 September 2019). 
18http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/53/1356/page/1(diakses 
pada tanggal 2 September 2019). 
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halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.19 Sertifikasi 
halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
disebutkan di dalam pasal 1: 
“Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang 
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh 
MUI” 
Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses 
untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan 
bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar 
LPPOM MUI.20 Sertifikasi halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang 
menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.21 
Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi 
mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai 
suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang 
yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari 
kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk 
yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. 
Tujuan pendaftaran sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal 
formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. 
 
19Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan. 
20LPPOM MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, h. 8. 
21Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Labelisasi Halal: Proyek Pembinaan 
Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. 
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Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada 
kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus 
sebagai produk halal.22 
Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal 
(sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal 
dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah 
diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi 
halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI 
selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah 
BPJPH.23 
Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada Badan Pengawas Jaminan 
Produk Halal (BPJPH), sertifikat halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh 
pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini diterbitkan, tetap berlaku 
sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH: 
 
22Riska Rofiana, “Pencantuman Label halal tanpa Sertifikasi MUI pada produk makanan 
industri rumah tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, Skripsi 
(Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 23. 
23Zumroh Najiyah, “Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI 
Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 29. 
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“Sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-
Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu 
Sertifikasi Halal tersebut berakhir”24 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal pada 
dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh 
pihak yang bersangkutan (dalam hal ini LPPOM MUI sebelum diterbitkannya UU 
JPH, dan LPH setelah diterbitkannya UU JPH), yang mana setelah mendapatkan 
sertifikasi halal tersebut, maka produsen bisa memberikan label halal pada 
produknya. 
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal 
 Dalam Islam, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan 
minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. Memanfaatkan produk 
halal merupakan sebuah kewajiban, terlebih dalam urusan pangan. Mengingat 
pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal bagi manusia, dan harapan Allah 
swt agar manusia selalu dalam kebaikan, baik jasmani maupun rohani, maka Islam 
memberikan perhatian dan peringatan keras terhadap kaum muslim agar tidak 
mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Allah berfirman dalam QS 
Al- Ma’idah/5: 88. 
                                 
 
 
24Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 58 Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
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Terjemahnya: 
 Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya.25 
 
 Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan 
rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini 
mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. 
Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung 
manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan 
sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika 
dikonsumsi akan merusak kesehatan. Ayat ini memerintahkan untuk memakan 
yang halal lagi baik. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya 
pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan 
barang gunaan lainnya yang harus halal.26 
 Al-Qur’an dan hadis secara tersurat tidak menyebutkan tentang sertifikat 
halal. Namun, secara tersirat ketentuan sertifikat halal telah diatur dalam al-
Qur’an maupun hadis, karena berkaitan dengan kehalalan produk. Dasar hukum 
diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat 
(al-hukm asy-syar’i). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait 
 
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 3 (Cet. III; Jakarta: Lembaga 
Percetakan al-Qur’an Departemen Agama, 2009), h. 6. 
26Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, h. 6. 
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hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (al-hukm al-
ijra’i).27 
 Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk 
barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi 
secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun 
regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:28 
a. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan 
dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan olahan. 
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan. 
e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengganti 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
3. Masa Berlaku Sertifikat Halal 
 Sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 
memiliki batasan waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun berakhir. Namun sejak 
 
27Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab 
Produk Atas Produsen Industri Halal”, Jurnal Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia, 
vol. XVI, no. 2. Juli (2016), h. 292. 
28Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum 
Perlindungan Konsumen (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 37. 
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diterbitkannya UU JPH, batasan waktu untuk sertifikat halal diperpanjang menjadi 
4 (empat tahun) sejak diterbitkan oleh BPJPH.29 
 Untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat halal, maka pembaruan 
bisa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat 
halal tersebut berakhir.30 Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat 
halal tersebut LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada 
produsen yang bersangkutan. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya 
sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun 
berikutnya. 
 Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu 
produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan 
sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM MUI. 
Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan ulang 
kembali. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat halal produsen harus 
segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI. 
 Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat 
yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakan 
pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari KHI 
untuk pencabutan sertifikat halal.31 
 
29Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 4 ayat (1) UU Jaminan 
Produk Halal. 
30Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab V, pasal 42 ayat (2) UU Jaminan 
Produk Halal. 
31Dessy Rezfi, “Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap restoran dan rumah makan dikaitkan 
dengan pelindungan konsumen (Studi di Kota Padang Panjang)”, Skripsi (Padang: Fak. Hukum 
Universitas Andalas Padang, 2016), h. 40. 
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4. Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal 
  Mulai bulan juli 2012, pendaftaran sertifikasi halal hanya bisa dilakukan 
secara online melalui website LPPOM MUI www.halalmui.org.pada kolom 
Layanan Sertifikasi Online Cerol SS23000 atau lansung melalui alamat website: 
www.e-lppommui.org.32 
  Secara umum Prosedur Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:33 
a. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, 
pengembangan (produk/fasilitas), dan perpanjangan, dapat melakukan 
pendaftaran secara online melalui website LPPOM MUI 
(www.halalmui.org) atau lansung melalui website: www.e-
lppommui.org. 
b. Mengisi pendaftaran sertifikasi  (baru/pengembangan/perpanjangan), 
data sertifikat halal, status Sistem Jaminan Halal (jika ada), dan 
kelompok produk.34 
c. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal. 
d. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran 
sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) 
dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri 
jasa), di antaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data 
 
32LPPOM MUI, “Sertifikasi Halal MUI”, http://www.halalmui.org/mui14/ (diakses pada 
tanggal 7 September 2019) 
33Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid 
al-syari’ah (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 271. 
34Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid 
al-syari’ah, h. 271. 
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pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, 
serta data matriks produk. 
e. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap 
selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti 
gambar 1, yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan 
Sertifikasi Halal.35 
  Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, sebelum mengajukan 
sertifikat halal, sebuah perusahaan atau pelaku usaha harus mampu memberikan 
jaminan kehalalan produk yang dipasarkan. Jaminan kehalalan produk tersebut 
dalam bentuk perusahaan menerapkan peraturan yang disebut Sistem Jaminan 
Halal (SJH). Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, 
diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk 
menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan. Sistem 
Jaminan Halal (SJH) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 
sertifikat halal.36 
 
 
 
 
 
 
 
35Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid 
al-syari’ah, h. 271. 
36Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum 
Perlindungan Konsumen, h. 37. 
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Gambar 2.1 Sertifikasi Halal 
(Persiapan Sistem Jaminan Halal) 
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Keterangan:37 
1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus 
mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi 
tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang 
digunakan. 
2. Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke 
sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum 
memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. 
3. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. 
Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan audit ke lokasi 
produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan 
memproduksi produk yang disertifikasi.38 
4. Hasil pemeriksaan audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) 
dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum 
memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit 
memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat 
laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk 
diputuskan status kehalalannya. 
5. Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam 
Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan. 
 
37http://www.halalmui.org/mui14/ (diakses pada tanggal 7 September 2019). 
38http://www.halalmui.org/mui14/ (diakses pada tanggal 7 September 2019). 
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6. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika 
dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan 
hasilnya akan disampaikan kepada produsen permohonan sertifikat halal. 
7. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah 
ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. 
8. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan 
fatwa.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39http://www.halalmui.org/mui14/ (diakses pada tanggal 7 September 2019). 
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Gambar 2.2 Sertifikasi Halal 
(UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) 
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Keterangan:40 
1. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan 
permohonan Sertifikat Halal secara tertulis oleh pelaku usaha kepada 
BPJPH. 
2. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan 
menentukan LPH. 
3. LPH akan menunjuk auditor halal untuk: 
a. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan 
b. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk 
c. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan 
d. Meneliti lokasi produk 
e. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan 
f.  Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk 
g. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, dan 
4. Auditor halal akan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada 
LPH, dan LPH akan melaporkannya kepada BPJPH.41 
5. Laporan hasil audit akan dibawa kepada Komisi Sidang Fatwa Halal MUI 
untuk ditetapkan kehalalannya. Sidang Komisi Fatwa MUI juga dapat 
menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua 
 
40Zumroh Najiyah, “Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI 
Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, h. 40-41. 
41Zumroh Najiyah, “Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI 
Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, h. 41-42. 
 
27 
 
 
 
 
persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada 
produsen pemohon sertifikasi halal. 
6. Apabila laporan hasil audit dinyatakan memenuhi syarat halal oleh Komisi 
Fatwa Halal MUI, maka BPJPH akan menerbitkan Sertifikasi Halal 
berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. 
7. Sertifikasi Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan 
fatwa. Biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pelaku usaha atau produsen 
yang mengajukan sertifikat halal, sedangkan dalam hal pelaku usaha 
merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi 
oleh pihak lain.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42Zumroh Najiyah, “Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI 
Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, h. 42. 
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D. Kerangka Konseptual 
Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam 
penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
Gambar 2.3 Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
  Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.43 
Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan 
sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, 
yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.44 
Lokasi penelitian akan difokuskan pada Efektivitas LPPOM MUI dalam 
Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar. Hal ini 
dikarenakan, LPPOM MUI merupakan Lembaga yang berwenang mengeluarkan 
sertifikat halal di provinsi Sulawesi Selatan. Tempat tersebut akan menjadi titik 
fokus yang dimana peneliti bekerja untuk memperoleh informasi data yang akurat 
untuk melakukan penelitian.  
B. Pendekatan Penelitian  
  Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam konteks 
penelitian kualitatif, studi fenomenologi merupakan penelitian yang 
mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji 
penjelasan di dalamnya. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan 
 
43Ariesto Hadi Sutopo, dkk, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 14. 
44Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2012), h. 205. 
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makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau 
pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.45Dalam penelitian ini peneliti 
akan fokus membahas tentang efektivitas LPPOM-MUI dalam mensosialisasikan 
sertifikasi halal kepada masyarakat di Kota Makassar.  
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah sumber data yang lansung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya.46Data yang diperoleh lansung dari LPPOM MUI 
Kota Makassar. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu 
dengan observasi. Sedangkan data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh 
dari pandangan tokoh Agama Islam, literatur, buku, internet, dokumen, atau data-
data lain yang berhubungan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 
penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.47Pada 
umumnya penelitian menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu: 
1. Wawancara 
Wawancara secara umum adalah salah satu bentuk komunikasi untuk 
mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara 
 
45A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Gabungan, 
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 330. 
46A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Gabungan, h. 
351. 
47Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 205. 
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orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sember data 
atau objek penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber 
yang terpercaya dan wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah 
wawancara kepada narasumber hingga keterangan dianggap cukup untuk 
melengkapi informasi terhadap penelitian.48 
2.  Observasi 
Metode observasi adalah merupakan metode pengumpulan data yang 
menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki dengan mendapatkan 
informasi-informasi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI ) di Kota Makassar yang di 
butuhkan untuk melanjutkan Penelitian. 
3.  Dokumentasi  
  Metode dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan 
dalam bahan yang berbentuk laporan yang terdapat pada Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di 
Kota Makassar yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
 Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen 
penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang 
diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif.49 Adapun 
 
48Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan kualitatif 
dalam berbagai disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 134. 
49Suharsimi Arikunto, Prosedur peneliti suatu pendekatan praktik (Edisi revisi VI; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68. 
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alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut:50 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara dengan semi terstruktur yang dijadikan dasar untuk 
memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting. 
3. Rekaman melalui handphone (Recording) berfungsi untuk merekam 
semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Penggunaan 
Rekaman melalui handphone (recorder) dalam wawancara perlu memberi 
tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak. 
F. Teknik Analisis Data 
1.  Teknik Pengolahan 
Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu 
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 
diperoleh suatu pengetahuan.51 
Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: 
Pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang 
langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari 
bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah 
 
50Nana Syaodih Sukma dinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222. 
51Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi, h. 140. 
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terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya 
dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta 
menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah 
dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. 
Kedua, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari 
pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data 
dan editing data.52 
2.   Analisis Data 
Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan 
dengan menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode induktif. 
Metode induktif adalah penarikan fakta-fakta atau observasi spesifik menuju 
kesimpulan umum yang hanya digunakan untuk menjelaskan ragam fakta yang 
ada.53 
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 
 Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji 
kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 
lain dilakukan dengan:54 
1. Triangulasi 
 
52Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Menthod (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 
336.  
53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, h. 338. 
54Nana Syaodih Sukma dinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, h. 226. 
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 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini terdapat 
triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data. 
2.  Menggunakan bahan referensi 
 Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 
menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan 
referensi.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55Nana Syaodih Sukma dinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, h. 226. 
 35 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara 
agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus 
lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 
Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk 
memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada 
tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen 
Agama, Departemen Kesehatan  dan MUI.56 
Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan 
Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang 
menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal, melakukan pemeriksaan/audit, 
penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.  
Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan 
kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), 
Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan 
Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), 
 
56LPPOM MUI Sulawesi Selatan, “Sejarah LPPOM MUI Sulawesi Selatan”, 
https://www.halalmuisulsel.org/page/static/sejarah-lppom-mui-provinsi-sulsel (diakses pada 
tanggal 24 September 2019). 
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Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid 
Hasyim Semarang, serta Universitas Muslim Indonesia Makasar. 
Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan 
Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 
Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, 
sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada 
kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.57 
Kini, dalam usianya yang ke-30 tahun, LPPOM MUI semakin 
menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik 
di tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan 
halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui 
bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini 
mencapai 42 lembaga dari 23 negara. 
Profil Lembaga LPPOM-MUI Sulawesi Selatan: 
Nama : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia 
Alamat Kantor :  Kampus  1 UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan 
Alauddin No. 63 Kota Makassar 90221. 
Email : lppommuisulsel06@yahoo.com 
Telp/Fax : 0411-863909 
Call Center : +62 811 4706 125  
 
 
57https://www.halalmuisulsel.org/page/static/sejarah-lppom-mui-provinsi-sulsel (diakses 
pada tanggal 24 September 2019). 
 
37 
 
 
 
 
Website : https://www.halalmuisulsel.org/ 
Waktu Pelayanan : Senin – Sabtu, pukul 8:30 – 16:00 WITA.58 
2. VISI dan MISI  
a. VISI 
Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk 
memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang 
memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan 
internasional. 
b. MISI 
1. Membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal. 
2. Melakukan sertfikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan 
dikonsumsi masyarakat. 
3. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi 
produk halal. 
4. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan 
produk dari berabagai aspek.59 
 
 
 
 
 
58https://www.halalmuisulsel.org/page/static/sejarah-lppom-mui-provinsi-sulsel (diakses 
pada tanggal 24 September 2019). 
 
59LPPOM MUI Sulawesi Selatan, “Visi Misi dan Lingkup Kerja LPPOM MUI Sulawesi 
Selatan”, https://www.halalmuisulsel.org/page/static/visi-misi-lingkup-kerja (diakses pada tanggal 
24 September 2019). 
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3. Logo Halal  
 
GAMBAR 4.1 Logo Halal MUI 
Logo halal yang digunakan oleh LPPOM MUI adalah logo lingkaran 
Majelis ulama Indonesia dengan tulisan halal aksara Arab di tengahnya. Logo ini 
adalah logo resmi yang sudah disepakati antara MUI dan BPOM. Makna dari logo 
halal yang terstandar adalah cara berkomunikasi antara konsumen dan produsen. 
Bahwa pihak produsen sudah memberikan jaminan halal terhadap produk yang 
dikelolanya. Sehingga konsumen mendapatkan kenyamanan dan ketentraman 
batin. Sedangkan untuk pencantuman nomor halal tidak diwajibkan. Karena setiap 
2 tahun sekali nomor itu akan diganti sesuai dengan SK. Dalam hal ukuran juga 
belum ada aturan tertentu yang penting masih dapat terlihat jelas.60 
4. Susunan Pengurus 
LPPOM MUI Sulawesi Selatan dibentuk pada tanggal 7 Mei 1999 / 21 
Muharram 1420 H melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan No. 010/MUI/-SS/V/1999. 
 
60LPPOM MUI Sulawesi Selatan, “SK Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan tentang 
Logo Halal”, https://www.halalmuisulsel.org/page/static/keputusan-kebijakan (diakses pada 
tanggal 24 September 2019). 
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Sejak dibentuknya sampai sekarang LPPOM MUI Sulawesi Selatan telah empat 
kali melakukan pergantian kepengurusan. 
Susunan Pengurus LPPOM-MUI Sulawesi Selatan 
a. Direktur: Tajuddin Abdullah , ST, M.Kes  
b. Wadir Kesekretariatan: Drs. H. Jamaluddin Saleh, BcHk 
c. Wadir Auditing dan Sistem Jaminan Halal: Nurmayani, S.Si, Apt 
d. Wadir Sosialisasi: drh. Wahyu Suhadji 
e. Kepala Bidang Administrasi: Andi Mutiah Anwar, ST 
f. Kepala Bidang Keuangan: Ir. H. Suparwo 
g. Kepala Bidang Auditing: Ernawati, S.Si 
h. Kepala Bidang Pelatihan: Raudhatul Jannah Syarief, STP 
i. Kepala Bidang Sistem Jaminan Halal: Arniati Samaila, S.Si, M.Kes 
j. Kepala Bidang Informasi Halal: Achmad Juwaena, S.Farm, Apt 
k. Kepala Bidang Sosialisasi: M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt61 
B. Efektivitas LPPOM MUI dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada 
Masyarakat di Kota Makassar  
Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (toyyib) merupakan 
manivestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini terkait dengan 
perintah Allah kepada manusia, sebagaimana yang termaktub dalam QS Al-
Ma’idah/5:88. 
 
61LPPOM MUI Sulawesi Selatan, “Susunan Pengurus LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
tentang Logo Halal”, https://www.halalmuisulsel.org/page/static/susunan-pengurus-lppom-mui 
(diakses pada tanggal 24 September 2019). 
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                                
Terjemahnya: 
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya.62 
 
Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan 
rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Maksud ayat 
tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-
produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus 
halal. Maka penting suatu negara untuk mengatur kehalalan makanan yang 
diberikan pelayananya kepada masyarakat melalui sertifikasi halal.  
Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. 
Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label 
halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.63Tujuan 
sertifikasi halal pada produk pangan, obat, kosmetika dan produk lainnya 
dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat 
menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.64Sertifikasi halal bagi 
masyarakat berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Rusdi selaku 
 
62Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, h. 6. 
63Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan. 
64http://www.halalmui.org/mui14/ (diakses pada tanggal 7 September 2019) 
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kepala bidang sosialisasi LPPOM MUI Sulawesi Selatan, dengan pernyataan 
sebagai berikut: 
Sertifikasi halal bagi masyarakat selama ini yang berjalan sifatnya sukarela 
(voluntary) bukan suatu kewajiban (mandatory). Jadi mereka mau 
mengurus sertifikasi halal dikenakan biaya sehingga kadang kesadaran 
masyarakat masih kurang. Ada juga disebakan karena target bisnis adanya 
permintaan misalnya di toko, mau mengekspor dibutuhkan sertifikasi 
halal. Dalam hal ini ada project bisnis yang di inginkan. Kadang juga ada 
program pemerintah fasilitasi sertifikasi halal gratis diperuntukkan untuk 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).65 
 
Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa selama ini sertifikasi halal MUI 
dipandang masih belum sepenuhnya efektif karena pengajuan sertifikasi halal oleh 
para pelaku usaha atau produsen hanya bersifat sukarela (voluntary). Kesadaran 
masyarakat masih kurang hal ini dibuktikan perusahaan besar mengurus sertifikasi 
halal ketika ada permintaan atau target bisnis yang diinginkan. Untuk pelaku 
UMKM mereka membuat sertifikasi halal ketika ada program pemerintah 
fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diperuntukkan untuk UMKM atas dasar 
inilah LPPOM MUI aktif dalam melakukan sosialisasi dijelaskan oleh bapak 
Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Perusahaan-perusahaan besar mengurus sertifikasi halal kadang 
kesadarannya karena ada permintaan atau target bisnis yang di inginkan. 
Kita sebagai LPPOM MUI mensosialisasikan supaya dia sadar akan 
pentingnya sertifikasi halal karena tanpa kesadaran pelaku usaha atau 
produsen mungkin sertifikasi halal itu hanya sekedar sertifikat.66 
 
Kemudian dapat diketahui bahwa sertifikasi halal itu bukan hanya sekedar 
sertifikat. LPPOM MUI telah menjalankan salah satu hukum dan aturan yang 
penting dalam kehidupan umat manusia dan terutama umat Islam adalah perihal 
 
65M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Kepala Bidang Sosialisasi, Wawancara, Makassar, 2 Oktober 
2019. 
66M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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halal dan haramnya sesuatu, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan dan 
segala aspek kehidupan lainnya. Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat 
aspek, yaitu: pertama, halal cara memperolehnya. Kedua, halal zat atau bahan 
dasarnya. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Keempat, halal dalam 
pengemasannya dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Pada saat kita mengaudit, hari itu semua bahan yang digunakan dilihat 
lansung di lapangan proses dan lain-lainnya di atur sedemikian rupa 
produknya, prosesnya halal, bahan bakunya halal kalau dia tidak sadar 
besok-besok ditinggalkan menambah sesuatu. Walaupun ada SJH (Sistem 
Jaminan Halal) ditetapkan di perusahaan. SJH dibuat untuk 
mengantinsipasi supaya proses produksi atau yang berkaitan dengan halal 
bisa berlansung selamanya sampai sertifikat itu expired. Jadi selama dua 
tahun bisa dijamin sertifikat halal bukan hanya di atas kertas itu dibuat 
sebagaimana dia timbul kesadarannya untuk melakukan sertifikasi halal 
walaupun asal muasalnya dia mengurus sertifikasi halal karena bisnis tadi. 
Adapula karena memang kesadaran tapi itu tidak terlalu banyak karena dia 
prinsipnya belum paham akan pentingnya halal tersebut.67 
Pernyataan terkait perusahaan menerapkan SJH (Sistem Jaminan Halal) 
dibuat untuk mengantinsipasi supaya proses produksi atau yang berkaitan dengan 
halal bisa berlansung selamanya sampai sertifikat itu expired ini merupakan 
bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI.  
Efektivitas LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal sudah 
terlihat dengan beberapa program kegiatan sosialisasi. Dengan menjalankan 
program tersebut maka tujuannya untuk mensosialisasikan sertifikasi halal sudah 
sampai maka dengan demikian informasinya secara efektif dapat digunakan untuk 
mendorong pelaku usaha atau produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal. 
Program fasilitasi sertifikasi halal gratis dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan 
pernyataan sebagai berikut: 
 
67M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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Kebijakan yang berkaitan dgn UMKM anggaran sertifikasi halal gratis 
yang diberikan pemerintah provinsi sebanyak 200 UMKM insyaAllah 
dilaksanakan tahun depan. Ada juga program pemerintah pusat tahun ini 
untuk koperasi sebanyak 40an fasilitasi sertifikat gratis. Kemudian daerah-
daerah itu tergantung, tahun ini daerah luwu ada 20an hampir 30an produk 
yang disertifikasi halal gratis dukungan dari pemerintah daerah. Pada saat 
melaksanakan program UMKM, pihak LPPOM juga melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat akan pentingnya kehalalan tersebut.68 
 
 Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa LPPOM MUI bekerja sama 
dengan pemerintah terkait seperti pemerintah Kota/Kabupaten dalam menjalankan 
program fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diperuntukkan kepada UMKM. 
Pada saat melaksanakan program UMKM, pihak LPPOM juga melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kehalalan tersebut. 
Untuk kalangan masyarakat pendidikan, media sosialisasi yang digunakan 
adalah situs website: https://www.halalmuisulsel.org/, Halal Food Goes To 
School, Seminal/Talkshow halal dan Olimpiade Halal dijelaskan oleh bapak 
Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Situs website LPPOM MUI digunakan sebagai media sosialisasi untuk 
menjangkau masyarakat luas sistem pelayanan sertifikasi halal secara 
online, selanjutnya sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam bentuk 
penyuluhan tentang  Halal Food Goes To School bertujuan untuk 
menjadikan generasi muda peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan 
dan minuman yang halal.69 
 
Selanjutnya ditambahkan media sosialisasi yang digunakan Seminar/ 
Talkshow halal dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Seminar/Talkshow halal universitas pelaksananya kadang juga organisasi. 
Pada tahun 2018 terbentuknya organisasi IMAPELA (Ikatan Mahasiswa 
Pecinta Halal) kebetulan kami dari LPPOM MUI yang bina. Anggota 
 
68M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019.  
69M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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IMAPELA gabungan Universitas dari UIN, UNHAS, dan UMI. Organisasi 
ini belum berjalan sebagaimana yang diinginkan.70 
 
Kedua pernyataan tersebut diketahui bahwa LPPOM MUI terus berupaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan informasi dan 
pembekalan pengetahuan dasar mengenai produk halal kepada masyarakat, pelaku 
usaha, anak didik hingga perguruan tinggi. Kegiatan sosialisasi ini di diharapkan 
menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.  
Pelaksanaan Olimpiade Halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan telah 
dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Oktober 2018 yang diikuti 88 siswa dari 5 
SMU atau sederajat yakni SMAIT Nurul Fikri, SMAIT ArRahmah, SMK Yamasi, 
SMAIT Albiruni dan SMA Alfityan. Olimpiade Halal ini adalah perdana untuk 
Sulawesi Selatan dan yang ke-5 secara nasional. Sejak Olimpiade Halal pertama 
total peserta yang ikut sekitar 15.164 peserta, dari seluruh Indonesia dan beberapa 
negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Saudi Arabia dan Mesir.71 
dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Tujuan dari kegiatan ini selain untuk menguji wawasan generasi muda 
khususnya siswa/siswi SMU atau sederajat mengenai produk halal juga 
mengedukasi mereka untuk membudayakan halal sebagai gaya hidup. 
Terselenggaranya Olimpiade Halal LPPOM MUI perdana di Sulawesi 
Selatan ini tidak lepas dari dukungan pihak sekolah dan berbagai pihak 
terutama dari perusahaan yang telah bersertifikat halal di Sulawesi Selatan, 
yang bersedia menjadi sponsor kegiatan ini. Semoga Olimpiade Halal 
LPPOM MUI di Sulawesi Selatan dapat terus diselenggarakan dengan 
lebih baik dan diikuti oleh lebih banyak siswa se-Sulawesi Selatan.72 
 
 
70M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
71LPPOM MUI Sulawesi Selatan, “Olimpiade Halal Perdana di Sulawesi Selatan”, 
https://www.halalmuisulsel.org/post/157 (diakses pada tanggal 4 Oktober 2019). 
72M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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Kegiatan Olimpiade Halal ini dilaksanakan setiap tahun untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk 
halal dan menerapkan gaya hidup halal “Halal is My Life” dalam kehidupan 
sehari-hari. Produk halal ini mendukung program wisata halal dijelaskan oleh 
bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Wisata halal salah satu indikatornya adalah produk yang dijual disekitar 
wisata tersebut adalah produk yang sudah halal apalagi di Sulawesi Selatan 
ada program destinasi wisata halal. Sulawesi Selatan, satu dari 10 provinsi 
yang masuk kategori tujuan destinasi wisata halal.73 
 
 Pelaksanaan wisata halal yang telah dilakukan LPPOM MUI bertujuan 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum proses pengolahan makanan 
dan minuman halal serta pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan 
yang telah mendapat sertifikasi halal, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum 
memberikan kesadaran terhadap produk wisata halal kepada para pelaku industri 
pariwisata di Sulawesi Selatan. 
C.Hambatan dan Tantangan LPPOM MUI dalam Mensosialisasikan 
Sertifikasi  Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar 
LPPOM MUI Sulawesi Selatan dalam menjalankan program kegiatan 
sosialisasi ternyata ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi. 
Hambatannya adalah minimnya dana yang ada di LPPOM MUI, finansialnya 
terbatas sehingga rencana-rencana program besar terhambat tidak bisa 
terealisasikan. Selain itu hambatan lain yang dihadapi adalah kerja sama antara 
lembaga atau pemerintah belum terjalin kerja sama yang baik. Adapun 
tantangannya adalah masih minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi 
 
73M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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halal, kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan sertifikasi 
halal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum. Untuk 
penjelasan lebih lanjut mengenai hambatan dan tantangan bisa dilihat dengan 
penjelasan sebagai berikut: 
a. Hambatan  
Hambatan dalam sosialisasi sertifikasi halal:74 
1. Minimnya dana yang ada di LPPOM MUI mengakibatkan rencana-
rencana program besar terhambat tidak bisa terealisasikan, dana yang 
masuk di LPPOM MUI Sulawesi Selatan hanya cukup untuk 
pembiayaan program-program yang telah berjalan sehingga 
menghambat inovasi program yang telah direncanakan dan tidak bisa 
diselenggarakan segera. 
2. Kerja sama antara lembaga atau pemerintah belum terjalin kerja sama 
yang baik sehingga kegiatan program sosialisasi terhambat disebabkan 
mis komunikasi.75 
b. Tantangan 
 Tantangan dalam sosialisasi sertifikasi halal: 
1. Masih minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal 
terhadap badan usaha dan produknya. 
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan 
sertifikasi halal terhadap usahanya dan kurangnya kesadaran hukum 
masyarakat secara umum.76 
 
74M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
75M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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 Kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal ini tantangan untuk 
kedepannya LPPOM MUI lebih gencar melakukan sosialisasi dan penerapan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimulai 17 
oktober kewajiban bersertifikat halal bagi produk segera terealisasikan. 
Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut:77 
Pertama, untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan 
produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, 
tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, 
proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH 
yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang 
mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 
Kedua, undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha 
dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi 
produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban 
mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau 
 
76M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
77Agnes Lutfiana Ni’mah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di 
Tulungagung” Thesis (Tulungagung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), h. 17. 
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pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah 
terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.78 
Ketiga, dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah 
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan 
kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. 
Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan 
permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, 
BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh 
akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk 
dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan 
penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan 
Sertifikat Halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI 
tersebut.79 
Kelima, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang 
mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar 
pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi 
pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, 
 
78Agnes Lutfiana Ni’mah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di 
Tulungagung” (Tulungagung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), h. 18. 
79Agnes Lutfiana Ni’mah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di 
Tulungagung” (Tulungagung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), h. 18. 
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pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, 
lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi 
biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.80 
Keenam, dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, 
BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; 
kehalalan produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; 
pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; 
keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. 
Ketujuh, Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran 
Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.81 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi:  
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 
wajib bersertifikat halal”82 
Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal disebutkan bahwa: 
 
80Agnes Lutfiana Ni’mah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di 
Tulungagung” (Tulungagung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), h. 19. 
81Agnes Lutfiana Ni’mah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di 
Tulungagung” (Tulungagung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), h. 19. 
82Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal. 
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“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan 
diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 
4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diundangkan”83 
Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa 
sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH). UU ini menegaskan, permohonan sertifikasi halal diajukan oleh 
pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH 
untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Adapun 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di 
lokasi usaha pada saat proses produksi dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan 
pernyataan sebagai berikut: 
Saya kasi literatur saja mengenai UU JPH intinya sangat di dukung sangat 
bagus, LPPOM bukan lagi lembaga yang otoritatif melaksanakan 
sertifikasi halal setelah diterbitkannya UU JPH tetapi Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selanjutnya digunakan 
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).Sebenarnya LPPOM MUI sudah berubah 
menjadi LPH sejak diterbitkannya UU JPH tetapi dalam 
pengaplikasiannya dilaksanakan mulai tanggal 17 oktober 2019.84 
 
Mulai tanggal 17 Oktober 2019, penyelenggaraan layanan sertifikasi halal 
akan diberlakukan. Akan tetapi, kewajiban bersertifikat halal akan diberlakukan 
secara bertahap, baik untuk produk maupun jasa. Kepala Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan, tanggal 17 Oktober 2019 memang 
 
83Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 67 ayat 1 Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
84M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
 
51 
 
 
 
 
masa di mana kewajiban bersertifikat halal diberlakukan untuk semua produk, 
baik berupa barang maupun jasa. Namun Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 
tentang jaminan produk halal menyebutkan pemberlakuan itu dilakukan secara 
bertahap dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut: 
Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 
dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini hanya berlaku 
pada produk makanan dan minuman saja, sementara produk obat-obatan 
karena prosesnya yang lebih rumit, baru berlaku pada tahun 2021.85 
 
Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat 
dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal. Peraturan ini telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, 
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi 
memang pada dasarnya jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib 
bersertifikat halal  
Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk 
diantaranya: 
a. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan 
dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan olahan. 
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan. 
 
85M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 2 Oktober 2019. 
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e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengganti 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.86 
UU JPH merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling 
kongrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang 
merupakan UU JPH khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU JPH ini 
dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. 
Dalam penjelasan UU JPH disebutkan negara berkewajiban memberikan 
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 
digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan 
sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan 
transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Amanat Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan 
tanggal 17 Oktober 2019 dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai 
berikut: 
UU JPH telah resmi diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019. Dan 
pada hari itu juga Kantor LPPOM MUI Sulawesi Selatan sudah ditutup 
karena tidak lagi menerima pendaftaran sertifikasi halal. Selanjutnya 
Kementerian Agama ambil alih penerbitan sertifikasi halal lewat BPJPH.87 
 
 
86Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum 
Perlindungan Konsumen, h. 37. 
87M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt, Wawancara, 22 Oktober 2019. 
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Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah resmi diberlakukan sejak 
tanggal 17 Oktober 2019. LPPOM MUI telah berubah menjadi LPH, selanjutnya 
lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah BPJPH. Mengenai 
UU JPH sangat di dukung di jelaskan bahwa sertifikasi halal untuk produk yang 
beredar di Indonesia menjadi kewajiban bagi pelaku usaha atau produsen. Oleh 
karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan 
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal 
bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta 
meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual 
produk halal. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitan dengan judul “Efektivitas LPPOM MUI dalam 
Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar” maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Efektivitas LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal sudah 
terlihat dengan beberapa program kegiatan sosialisasi. Dengan 
menjalankan program tersebut maka tujuannya untuk mensosialisasikan 
sertifikasi halal sudah sampai maka dengan demikian informasinya secara 
efektif dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha atau produsen 
untuk mendapatkan sertifikasi halal. Program kegiatan sosialisasi LPPOM 
MUI yaitu (1) Fasilitasi sertifikasi halal gratis, (2) Sosialisasi melalui 
website, (3) Halal Food Goes to School, (4) Seminar/Talkshow, (5) 
Olimpiade halal, (6) Destinasi wisata halal. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan LPPOM MUI dalam 
mensosialisasikan sertifikasi halal yaitu minimnya dana yang ada di 
LPPOM MUI, finansialnya terbatas dan kerja sama antara lembaga atau 
pemerintah belum terjalin kerja sama yang baik. Adapun tantangan 
LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal adalah masih 
minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, kurangnya 
kesadaran pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dan kurangnya 
kesadaran hukum masyarakat secara umum. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data 
primer yang diperoleh melalui wawancara lansung dengan narasumber Kepala 
Bidang Sosialisasi LPPOM MUI. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi 
subjektivitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada 
interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga 
kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka 
dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan teknik. Keterbatasan 
yang lain adalah peneliti ini hanya mengambil wawancara tunggal sehingga 
peneliti tidak dapat menjangkau data wawancara dan tidak dapat menggambarkan 
perbandingan dalam data penelitian. 
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C. Saran-Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 
diajukan peneliti yakni sebagai berikut 
1. Bagi pelaku usaha atau produsen yang telah mendapatkan sertifikasi halal 
diharapkan untuk selalu konsistensi dan kesinambungan dalam 
memproduksi pangan halal khususnya yang berada di Kota Makassar. 
2. Kehadiran regulasi baru mengenai sertifikasi halal Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dapat 
diimplementasikan secara optimal, sehingga manfaatnya dapat segera 
dirasakan masyarakat pada semua strata pelaku usaha terutama UMKM. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Efektivitas LPPOM MUI dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada 
Masyarakat di Kota Makassar 
A. LPPOM MUI 
1. Sejarah 
2. Profil 
3. Visi Misi 
4. Struktur Pengurus 
B. Sertifikasi Halal  
1. Bagaimana respon masyarakat mengenai Sertifikasi Halal? 
2. Bagaimana respon  produsen/pelaku usaha mengenai Sertifikasi Halal? 
3. Mengapa pertumbuhan Sertifikasi Halal di kota Makassar masih sangat 
minim? Apa penyebanya? 
4. Mengapa pertumbuhan Sertifikasi Halal tidak sejalan dengan 
pertumbuhan bisnis? Apa masalahnya? Apakah ada keterkaitan dengan 
kultur Sulawesi Selatan? 
5. Bagaimana tanggapan pihak LPPOM-MUI terkait fenomena 
pertumbuhan Sertifikasi Halal di Kota Makassar yang terbilang masih 
sangat minim? 
6. Lantas solusi apa yang akan di lakukan pihak LPPOM-MUI mengatasi 
fenomena tersebut? 
 
 
 
 
 
7. Biaya Sertifikasi Halal? Mengenai biaya Sertifikasi Halal yang 
terbilang mahal apakah salah satu penghambat pertumbuhan sertifikasi 
halal ? 
C. Efektivitas LPPOM-MUI dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal 
kepada  Masyarakat di Kota Makassar  
1. Apakah LPPOM-MUI mempunyai program kegiatan sosialisasi 
Sertifikasi Halal kepada masyarakat? 
2. Apa saja bentuk-bentuk program kegiatan sosialisasi? 
3. Program apa saja yang di jalankan sampai sekarang ini? 
4. Bagaimana cara sosialisasi pihak LPPOM-MUI dengan menggunakan 
program tersebut? 
5. Diantara semua program kegiatan sosialisasi, program yang mana 
paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? 
6. Program kegiatan sosialisasi, program yang efektif dan tidak efektif? 
7. Siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan sosialisasi? 
8. Apa saja lembaga yang menjadi mitra atau dalam hal ini yang di ajak 
kerjasama dalam mensosialisasikan Sertifikasi Halal? 
9. Bagaimana bentuk pelaksanaan program tersebut? 
10. Apakah program-program tersebut dilaksanakan secara 
periodik/insidental? 
11. Apakah program-program tersebut diminati masyarakat? 
 
 
 
 
 
      D.Hambatan dan Tantangan LPPOM-MUI dalam Mensosialisasikan      
Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar 
1. Apakah ada hambatan dalam mensosialisasikan Sertifikasi Halal 
dengan menggunakan program tersebut? 
2. Apakah hambatan tersebut berpengaruh terhadap program? 
3. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut? Apa solusinya? 
4. Setelah mengatasi hambatan tersebut apakah ada perubahan? 
5. Apa yang menjadi tantangan LPPOM MUI dalam mensosialisasikan 
Sertifikasi Halal? 
 E. Peluang dan Tantangan Penerapan UUD Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang      Jaminan Produk Halal 
1. Apa yang menjadi peluang dan tantangan sejak diterbitkannya UUD 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? 
2. Sejak disahkannya UUD JPH mengenai lembaga yang otoritatif 
melaksanakan Sertifikasi Halal adalah BPJPH, LPPOM MUI 
selanjutnya bertugas sebagai LPH yang ada di bawah BPJPH, apakah 
sudah di laksanakan? 
3. Regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal? 
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Gambar 3: Papan Nama Kantor LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Jalan Sultan 
Alauddin No. 63 Kota Makassar 90221 
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Gambar 5: Wawancara dengan Bapak M. Rusdi, S. Si, M.Si, Apt. Kepala Bidang 
Sosialisasi LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
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